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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 

• 
NOMOR . 4 TAHUN 2005 

TENTANG 

PENA T AAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN 

• 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OEMAK, 

a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang 
agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Demak, 
maka perlu· penataan dan pembinaan pergudangan; 

b. bahwa untuk itu perlu menyusun dan menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan 
Pergudangan; · 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah.( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomo~·s Tahun 
1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tashun 1962 
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 
tenatang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nornor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759). ; 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 

5. Undang-undang Nomor' 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 
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6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tarnbahan Lerrybaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437); ' 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079). 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan 
Berikat (Bonded Zone),( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1986 Nomor. 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3334 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3952) ; 

11. Keputusan Menteri 
105/MPP/Kep/2/1998 
Pergudangan; 

. 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

tentang Penataan dan Pembinaan 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan {lembaran 
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 21); 

·, 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2002 

tentang Surat ljin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Demaf< Tahun 2002 Nomor 22); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2002 
tentang ljin Usaha lndustri Lembaran Daerah Kabupaten Demak 
Tahun 2002 Nomor 23); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 
2002 Nomor 33); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Oemak 7 Tahun 2004 tentang 
Lembaran Daerah dan Serita Daerah(Lembaran Daerah 
Kabupaten Demak Tahun 2004 .Nomor 7); 



Oengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 

MEMUTUSKAN 
• 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN 
PERGUDANGAN 

,, 
BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah ; 
3, Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak; 
4. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan 

tidak untuk dikunjungi oleh umum 1nelainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat 
penyimpanan barang-barng perniagaan, dan memenuhi syarat-syarat lain yang 
ditetapkan oleh menteri perdagangan, 

5, Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh 
suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, 
dan atau pihak lain untuk mendukung I memperlancar kegiatan perdagangan 
barang. 

6. Barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, 
bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang dagangan lainnya 
yang diperdagangkan sehari-hari; 

7. Perusahaan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh Sadan Hukum maupun 
perorangan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus 
menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah' -·Negara 
Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, 

8. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TOG adalah Surat Tanda Daftar 
Gudang yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang atau badan usaha yang 
telah disahkan pendaftarannya. 

9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TOP adalah Tanda Daftar 
Perusahaan yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah disahkan 
pendaftarannya. 

1 O. Surat ljin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin 
untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha. 

11. Surat lzin Usaha lndustri- yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat izin untuk 
dapat melaksanakan kegiatan usaha industri; 

12. lzin Bidang industri adalah izin untuk melakukan kegiatan industri yang meliputi 
lzin Usaha lndustri yang selanjutnya disebut IUI, lzin Perluasan dan Tanda Daftar 
lndustri yang selanjutnya disebut TOI; 

13. Eksportir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan 
dengan cara menguluarkan barang atau jasa dari dalam ke luar wilayah pabean 
Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
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14. lmportir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan 
dengan cara melakukan memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah 
pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

15. Pedagang Besar ( Wholesaler ) adalah perorangan atau badan usaha yang 
bertindak atas namanya sendiri, dan atau atas nama pihak lain yang menunjuknya 
untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual 
barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir; 

16. Pedagang Pengecer ( Retailer ) adalah perorangan atau badan usaha yang 
kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen 
akhir dalam partai kecil; 

17. Distributor Uta ma ( Main Distributor,) adalah perorangan atau badan usaha yang 
bertindak alas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk 
melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam 
partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang 
dimi:iki/dikuasi oleh pihak lain yang menunjuknya; 

18. Perkulakan ( Grosir) adalah perorangan atau badan usaha yang membeli dalam 
partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan menjual dalam 
partai besar barang tersebut sampai kepada Sub distributor dan/atau Pedagang 
Eceran; . 

19. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara 
untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, 
penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang; 

20. Toko adalah tempat atau bangunan yang diperuntukkan bagi perorangan 
perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung kepada 
konsumen. · 

21 . Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi 
peru!Jahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat, kantor perusahaan, 
nama pemilik. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 .. 

a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pembinaan pergudangan agar 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

q. Memberikan dasar hukum bagi penggunaan gudang yang diharapkan dapat 
menjadi tempat penyimpanan barang niaga dalam keadaan amao, baik 
mutu/kualitas barang itu sendiri maupun dari segi kemungkinan kehilangan 
fisiknya sehingga kelancaran arus distribusi barang dapat lebih terjamin. 

c. Memberikan dasar hukum bagi pengawasan gudang agar dapat digunakan 
dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

BAB Ill 
PENAT AAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN 

Pasal3 

( 1) Setiap perorangan atau perusahaan yang memiliki dan atau menguasai gudang 
wajib mendaftarkan gudangnya secara tertulis kepada Bupati . 

. . 
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(2) Usaha pergudangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 wajib memiliki 
Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penyefenggaraan Wajib Daftar 
Perusahaan dan Surat ljin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada 
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2002 tentang Surat ijin 
Usaha Perdagangan. . 

(3) Perusahaan industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki 
ljin Bidang lndustri. 

Pasal 4 

(1) Setiap penguasa pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai 
barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalulintas 
barang dari dan ke gudang tersebut. 

(2) Penanggung jawab usaha pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi 
barang yang berada di gudangnya kepada Bupati Cq. lnstansi yang membidangi 
Perdagangan setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 15 Juli untuk 6 
(enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) 
bulan selanjutnya. ' 

(3) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi 
barang, penanggung jawab usaha pergudangan wajib memberikan setiap 
keterangan yang diminta oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 5 

( 1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaari (produsen. eksportir, 
importer, distributor, wholesaler. pedagang besar. grosir, agen, pengecer, _toko) 
atau perorangan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan 
sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok / persediaan 
berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) 
bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data I pencatatan dari perusahaan yang 
bersangkutan. 

(2) Persediaan berjalan yang disimpan dalam gudang untuk sebanyak-banyaknya 3 
(tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbun. 

(3) Bil.a terjadi kondisi tidak normal yang mengakibatkan ketidak lancaran arus 
barang, maka ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan diatur melalui 
Kepeutusan Bupati. 

Pasal 6 

Oikecualikan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah : 

1. Gudang yang melekat pada industrinya, 
2. Gudang di dalam rumah yang hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang 

kebutuhan rumah tangga sendiri yang bukan barang-barang perusahaan dan 
atau barang yang diperdagangkan, 

3. Gudang yang dimiliki oleh pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban 
memiliki ij in usaha. 

4. Gudang yang berada di Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa 
pelabuhan. 

5. Kawasan Berikat. 
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BABIV 
KEWENANGAN PEN AT AAN DAN PEMBINMN PERGUDANGAN 

Pasal7 

Semua gudang yang berada di Wilayah Kabupaten Demak wewenag penataan dan 
pembinaannya adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

BAB V 
PERSYARAT AN GU DANG 

Pasal8 
(1) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk berdirinya suatu gudang meliputi: 

a. Lokasi gudang harus sesuai dengan RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten) serta memperhatikan distribusi dan transportasi. 
b. Terjaminnya keamanan gudang dari bahaya kebakaran, banjir dan pencurian. 
c. Terjaminnya kebersihan dan keselamatan barang selama penyimpanan. 
d. Bangtunan harus sesuai dengan tujuan pemakaiannya. 
e. Memadai sesuai dengan klasifikasi pemakaian dan atau pengusahaan 
gudang. 

(2) Khusus untuk gudang bahan. pangan selain persyaratan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) ditambah dengan : 
a. Memakai pengalas lantai/flonder untuk menghindari kerusakan karena 

persinggungan langsung dengan lantai yang lembab dan menambah 
ventilasi timbunan dasar. 

b. Dipisahkan dengan gudang yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia 
guna mencegah adanya kontaminasi. 

BAB VI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 9 

( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil lnstansi tertentu di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(2) Wewenang penyidik sebagaiaman dimaksud ayat (1) adalah: 

a. Menerima, n,encari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
bekenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan 
:1tau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan t~ntang kebenaran pebuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 
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f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

h. Memotret seseorang bekaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi 
daerah; 

i. Merr.anggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

J. Menghentikan penyidikan; 
k. Melakuka,1 tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dumulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasif penyidikan kepada Penuntut Umum 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

BAB VII 
KETENTUAN SANKS! / PIDANA 

Pasal 10 

(2) Pemilik dan atau penguasa gudang sebagai penanggung jawab gudang akan 
diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan/pelanggaran 
seba,1aimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, c dan e serta ayat (2). 

(3) Terhadap penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa gudang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi 
tidak diindahkan, maka dapat dil<enakan sanksi berupa pembekuan TOG, SIUP, 
ljin Bidang lndustri dan dapat dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

(1) Pemilik dan atau penguasa gudang sebagai penanggung jawab gudang apabila 
melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 8 
ayat (1) huruf a dan d diancam pidana kurungan palinglama 6 (enam) bulan atau 
denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. 

Pasal 12 

Pemilik dan atau penguasa gudang sebagai penanggung jawab gudang apabila 
melakuan penyimpangan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 diancam 
pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal13 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan oleh Bupati. 
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Pasaf 14 

Peraturan Daerah ini ,n ulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, me1nerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak . 

• 

Ditetapkan di Demak 
pada tanggal 11 Juli 2005 

• . 0 

BUP A Tl DE MAK 
\ 

flHj. ENDANG SETYANINGDYAH 

Di satu;jui DPHD Kabupaten Dernak 
Ue11gau i<eputusan Noinor l '?/KEP.D.PRD/2005 
t a ng~ol. 11 Juli 2005 • 

lJiundangkan di Demak 
pada tanggal 11 J uli 2005 

SEKRETARI8 DAERAH KABUPATEN DEMAK 
,,,J~ES=::~-.✓,lgenjalankan •rugas, 

s MM 

I P 

~~'r1nas Pendid i 

LEMHAHAN DJlliRAH KABU.PA'l'~N ll.t!;MA.K TAHUN 2005 

NOMOR 4 SERI E NOMOR 2 • 



•' 

,• 

l 

PENJELA.S;\N A'f,\S 
Pf.RA TU RAN DAl~RA fl l(A.R{JPATEN DEl\fA I( 

NOl\i!OR. 1-f TA.I{UN 2005 
'.l'EN1'A.NG 

l'ENA'l'1\ 1\N DAN PEt\-1BlN1\AN l'ER.<}l J D,-.\.NGAN 

PENJfL.-\SAN l ':VllJi\•1. 

• 
l)ala:n rangka 111engl1indari adanya penintbunan barang, ldtlL~usnya barang 

kcl>utul1a11 pokok 111a~yarak;1t yang dikh:\\l'alirk:111 akan 111engganggu kelancaran distribusi 
yang pada gilirannya dapal n1cnycbabka11 kclangkaan barang, 111aka Pc1ncrinlah Oacrah 
po.: rlu ,nana!u d,111 :n~1nbina pcrgudangan. salah satu sarana perdagangan yang dipakai 
L11 1t11k 11H.: 11yin1 pau barang-barang per11iagaa11. 

Penataan dan pen,binaan gudang di1naksudkan supaya dapat 1nenghindari terjadinya 
penimbunanyang akan 1nengakibat.kan tcrjudinya gejolak :;o:;ial yang merc:;<1hkan 
n1usyarakat. 

i[. PENJEL,.\St\N P1\SAL DEMI PASt\L. 

l'asal 2 

Pasal 4 

Pasal 5 

Pasal 6 

j),•s·t' -7 sl, I ' ( I •~l ,l l ,1 \.1 1 1 

Pa:;al ini rnen1uat pengertian isti lah yang dipergunakan dala1n 
Peraturan Oaerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut 
din1aksudkan untuk n1encegah ti1nbulnya salah tafsir dan salah 
pcngertian dula1n n1c1nahami dan n1elaksanakan pasal-pasal yang 
bersangkutan sehingga baik ,varga 1nasyrakat maupun aparatur 
dala111 menjalankan hak dan kevvajibannya dapat be(jalan dengan 
lancar dan tertib. 

Pi::,nil ik dan ~1iau penguasa gudang di\vajibkan ,nendaftarkan 
gudangnya 111c11urul peraluran yang dilclapkan oleh f3upati dan 
\vajib 1ne1niliki lzin teknis dibidang perdagangan ( SlUP ) dan 
bidang Industri ( JUI, lzin .Perluasan, TDI ). 

: Pe,nilik dan atau penhri.1asa gudang di".rajibkan menyelenggarakan 
adn1inistrasi yang tertib :;erta menyampaikan laporan dan 
1nernberikan setiap keterangan yang diminta oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk, supaya dapat dihindari terjadinya 
penyin1panan barang-barang yang illegal dan 1nembahayakan serla 
dapat 111enanggula11gi te1jadinya pe:ni1ubunan barang yang 
n1engakibatkan le(iadinya kelangkaan barang. 

: Untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya n1en1erlukan tnasa 
sitnpan dan 1nasa penjualan la1na di111ungkinkan 1ne1npunyai stock 
ipersediaan be1j alan 1nelebihi kebutuhan lebih dari 3 ( tiga) bulan 
\vajib me1niliki keterangan res1ni dari Bupati atau p~jabat yang 
diluuj uk. 

Cukup Jelas 

L'ukup jcl,t:,. 



• 

Hun1f d Yang din1aksud dengan d:11npak negatif adalah dampak yang 
dapar inerugikan masyarakat baik secara ekouo1ni, sosial, 
budaya 1naupun 1nora!. 

Cukup jelas . 
( 




